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SAI-INAN

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI

NOMOR 6 TAHTIN 2OO3

TENTANG

PENETAPAN BATAS SEMPADAN JALAN MENURUT
KLASIFIKASI FUNGSI JALAN DI KABUPATEN KEDIzu

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIzu.

bahwa berdasar Peraturan pemerintah Nomor 26 Tahun 19g5 tentang

Jalan maka dipandang perlu mengatur penetapan Batas Sempadan Jalan

menurut Klasifikasi Fungsi Jalan di Kabupaten Kediri;
bahwa jalan merupakan prasarana transportasi darat yang berperan
banyak dalam menunjang pergerakan arus barang dan jasa, aklivitas
pemerintahan, dinamika ekonomi dan sosial masyarakat, maka perlu
adanya suatu pelayanan jasa distribusi ;

bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas perlu penetapan batas
sempadan jalan berdasarkan pada peta ruas jalan Kabupaten dan peta
Rencana Tata Ruang Wilayah menurut klasifikasi fungsijalan ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,

b dan c perlu membentuk peraturan Daerah tentang penetapan Batas

Sempadan Jalan menurut Klasifikasi Fungsi Jalan di Kabupaten Kediri,

Undang-Undang Nomor l2 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah_

daerah Kabupaten dalam Lingkungan propinsi Jawa Tirnur (Lernbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nornor 19, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 9) ;
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2' undang-undang Nomor 5 Tatrun 1960 tcntang perat'an Dasar pokok-
pokok Agraria (Lcnrbaran Ncgara Republik Indonesia Tat*ur 1960
Nomor 104, Tambahan Leinbaran Negara Republik Indoncsia Nomo(
2043);

3. undang-rmdang Nomor 20 Tahun 196r tcntang pcncabutan Hak-hak
Tanah dan Benda-benda yang ada diatasnya (I_crnbaran Negara Republik
Indonesia Tatrun 196l Nomor 2gg, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indoncoia Nomor 2324) ;

4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tcntang Ketontuan-ketentuan
Pokok Kekuasaan Kehakiman . (I_cmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun l9Z0 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Rcpubtk Indonesia
Nomor 2951);

5. Undang-undang Nomor 13 Tahun l9g0 tentang Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun l9g0 Nomor g3, Tambatun Lembaran Negua
Republik Indonosia Nomor 3186) ;

6. undang'undang Nomor g rahuo lggl tentary Hukum Acara pidana
(Lombaran Negara Republik Indonesia Tahun lggl Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom ot 3209) ;7. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang I:lu Lintas dan
Anckutan Jaran (Lembaran Negara Repubrik Indonesia Tahun 1992
Nomor 49, Tambahan Irmbaran Negara Ropublik Indonesia Nomor
3a80);

8. Undarg-undang Nomor 24 Tahun 1992 tcntang pcnataan Ruang
(Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115,
Tambatun l_embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501) ;9. LTndang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintatun Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3g39) ;

10. IJndang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Ncgara
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 2, Tambahan hmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
4r68);

11. Peraturan Psmerintah Nomor 27 Tahun l9g3 tentang pclaksanaan Kitab
Undang-undang Hukum Acara pidana fl,cmbaran Negara Republik
Indonesia Talun l9g3 Nomor 3( Tambahan Lcmbaran Negara Republik
hdonesia Nomor 325g) ;
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12. Pcraturan Pemsrintah Nomor 2d Tahun l9g5 tcntang Jalan (Lcmbaran

Negara Republik Indonesia Tahun l98 j Nomor 37, Tambahan Lembaran

Ncgara Republik Indonesia Nomm 3293) ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 5l rahun 1993 tentang Analisa mengcnai

Dampak Lingkrmgan (kmbaran Negara Rcpublik Indoncsia Tahun 1993

Nomor 84, Tambahan kmbaran Ncgara Rcpublik Indonesia Nomor
3538) ;

14. Peratran Pemcrintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewonangan

Pemerintah dan Kcwenangan propinsi eebagai Daerah Otonom
(Lcrnbaran Negara Republik rndonesia Tah.n 2000 Nomor 54 Tambahan

Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3953) ;

15. Kepuhrsan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang pcngadaan Tanah
bagi Pelaksanaan Pernbangunan untuk Kepentingan Umum ;

16. Kcputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik penyusunan

Perahran Penmdang-undangian dan Bentuk Rancangan Undang-undang
Rancangan Perafiran pemerinta[ dan Rancangan Kcpuhrsan presiden

(I*mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70) ;

17. Kepuhxan Menteri Dalam Negeri dan otonomi Daerah Nomor 2l rahun
2001 tentang Teknik penyusunan dan Materi Muatan hoduk-produk
Daerah ;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan otonomi Daerah Nomor 22 Tah.n
2001 tentang Bentuk produk-produk Hukum Dacrah ;

19. Keputrxan Menteri Dalam Negeri dan otonomi Daerah Nomor 23 Tahun
2001 tentang Prosedur penyusunan produk Hukum Daerah ;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2000 tentang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan pemcrintah Kabupaten
Kcdiri Q-cmbaran Daerah Kabupaten Kediri rahun 2000 Nomor r0zD
Seri D) ;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 16 Tahun 2000 juncto
Perahuan Daerah Kabupaten Kcdiri Nomor 9 Tahun 2002 tcntang
Penrbahan Atas peraturan Daorah Kabupaten Kcdiri Nomor 15 Tahun
2000 tctang Sruunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinae Dacrah
(Lombaran Daorah Kabupatcn Kediri Tahun 2002 Nomor 2 Seri D
Tambahan L*mbaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Seri D) ;

22. Perahran Dacrah Kabupaten Kedhi Nomor 32 Tahun 2001 tentang
Penetapan Status Ruas Jalan menunrt Klasifrkasi Frmgsi Jalan di
Kabupatcn Kediri (Irrnbaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2001

Nomor 15 Seri D) ;
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23, Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2002 tcntang

Penerbitan Irmbaran Daoah dan Berita Daerah Kabupatcn Kediri

(-ernbaran Daerah Kabupatcn Kediri Tahrm 2002 Nomor I Seri E

Tambahan Lernbaran Dagrah Kabupaten Kediri Nomor I Scri E).

Dcngan Persefujuan !

DEWAN PERWAKILAN RAI(YAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI

MEMUTUSKAN:

MCNetapKan : PERATURAN DAERAH KABIIPATEN KEDIRI TETANG PENETAPAN

BATAS SEMPADAN JALAN MENI.IRI.I KLASIFIKASI F{.INGSI

JALAN DI KABUPATEN KEDIRI.

BAB I
KETENTUAN IIMIA4

pasal I
Dalam Perahuan Dacrah ini yang dimaksud dengan :

1. Daera[ adalah Kabupaten Kediri ;

2. Pcmcrintah Dacrah, adalah Kcpala Daerah beserta perangkat Daerah

Otonom yang lain sebagai Badan Ekrekutif Daorah ;

3. Kepala Daerah, adalah Bupati Kodiri ;
4. Jalaq adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bcnnrk apapun

mcliputi scgala bagian jalan termasuk bangruran pclengkap dan

perlengkapannya yang dipenmtukkan bagi lalu-lintas ;

5. Jalan umun\ adalah jalan yang dipcrlukan bagi lalu-lintas umum ;

6. Ruas Jalar\ adalah sietem jaringan jatan dengan peranan pelayanan jasa

di,stribusi untuk masyarakat ;

7. Klasifikasi IalarL adalah ciri-ciri kelas jalan yang ditenhrkan oleh jumlah

jalan masu\ kcccpatan serta jarak ternpuh ;

8. Jalan Arteri adalatr jalan yang menghubrmgkan kota jenjang keeatrr

dengan kota jenjang kesatu atau kota jcnjang kedua dcngan ketentuan

pengahrart tata ruang dan struknr pengcrnbangan wilayah tingkat

nasional ;



9. Jalan Arteri Sekunder adalah jalan yang menghubrmgkan kawasan primer

dengan kawasan sek$der kcsatu atau menghubungkan kawasan

schmdcr kesatrr dengan kawasan sckunda kcdua ;

10. Jalan Kolellor adalah jalan yang menghubungkan kota jcqlang kcdua

dcngan kota jenjang kedua atau kota jenjang ketiga yang disusun

mengikuti ketentuan pengaturan tata ruang kota ;

11. Jalan Kolcktor Primer Tiga a&lah jalan yang menghubungkan ibukota

kabupatcn ;

12. Jalan Koloktor Primcr Empat adalah jalan yang menghubungkan ibukota

kabupaten dengan ibukota kecamatan ;

13. Jalan Kolektor Sekunder a&latr jatan yang mcnghubungkan kawaran

sekund€r kedua dcngan kawasan sckunder kedua atau menghubungkan

kawasan sekundcr kedua dongan kawasan sokundor ketiga ;

14. Ialan Lokal adalah jalan yang menghubungkan kota jcnjang kesatu atau

kota jenjang kedua dan setorunya dengan persil atau kawasan

p€rumalun;

15. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang mcnghubungkan ibukota kecamatan

dongan ibukota kccamatan ;

16. Ialan Iakal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawacan

gckundcr kesatu dengan perumahaq menghubungkan kawasan sekunder

kedua dcngan pemmahar\ kawasan sekundcr ketiga dan setsrusnya

sampai kc perumahan ;

17. Bangunan utilitas adalah bangunan yang tcrletak di dacrah milil jalan

yang bcrsifat sebagai pelayanan torhadap wilayah baik lokal maupun luar

kota ;

18. Pcmbinaan Jalan, adalah kegiatan penanganan jaringan jalan yang

metputi penentuan Ea8aran dan perwujudan sasaran ;

19. Pembina Jalan Kabupatcn, adalah Kepala Daerah Kabupaten Kediri atau

pcjabat yang ditur\iuk ;

20. Pcmbina Jalan Desa, adalah Kepala Desa atau pejabat yang ditunjuk ;

21. Kawasan Khusus, adalah kawasan yang sfategis dan diprioritaskan

yang tinstat pcnangarumnya diutamakan dalam pelaksanaan

pcmbangunan antara lain kawasan indurtri, perdagangan, pariwisata

suaka alatn dan wilayah pertatasan ;

22.1*gcr, adalah dokumen yang mcmuat catatan msngenai pcrkernbangan

suatu ruas jalan,



BAB II
JARINGANJALAN

Baglan pertama
Peranan Jatan

pasal 2

(l) Jatan mempunyai peranan penting dalam bidang ckonom! politrL sosiat
budaya dan pcrtatranan keamanan serta dipergurukan untuk scbcsar_
besamya kcmakrnuran rakyat;

(2) Jalan mempunyai peranan untuk mendorong pengcmbangarl datam usaha
mencapai tingkat perkembangan antar daerah yang semakin merata;

(3) Jalan merupakan suatu kesahran sistem jaringrm jalan yang mcngikat dan
menghubungkan pucat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada
dakm penganrh pelayanannya dalam satu hubungan hirarki.

Pasal 3

(1) Pengadaan jalan diselenggarakan dengan mengutarnakan pombangunan
jaringan jalan shategis, jaringan jalan di p,sat produksi dan jalan_jalan
yang menghubungkan pusat-pusat produksi dengan daerah pem;rsariur ;

(2) Pengadaat jalan diaratrkan untuk memperkokoh kesatuan wilayah
Kabupaten sehingga meniangkau keseluruh pelosok daerah;

(3) Pengdaaa jalan diarahkan untuk mewujudkan perikehidupan rakyat
yang serasi, majq merata dan seimbang.

Pasal 4

Pembina jalan wajib mengusahakan agar jalan dapat digunakan yang
eebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat terutama untuk meningkatkan
pcrhrmbulun ckonomi dengan mengusahakan biaya opcrasi kendaraan
menjadi serendah-rendahnya serta dzpat mendorong terwujdunya
keseimbangan antar daerah dalam hal tingkat pertumbuhannya

Pasal 5

(1) Sistem jaringan jalan primer disusun dengan memperhatikan kekntuan
pengaturan tata ruang dan stuktur pengembangan wilayah tingkat
nasional yang menghubungkan simpul-simpul jasa dietibusi ;

(2) sistem jaringan jalan sekundor disusun memperhatikan keten$an
pengah[an tata ruang kota yang menghubungkan kawasan_kawaean

yang mempunyai fungsi primer, firngsi sekunder kesahr, ftmgri sekunder
kedua, fiugsi sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke pcnrmahan.
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Bagian Kedua
Percyaratan Jatantlenurut peranan

(l) Jalan Kolektor primer didesain berdasarkan keccpatan rcncana paring
rcndah 40 (empat puluh) Km/Jam dengan lebar badan jalan tidak kururg
dari 7 (tujuh) mctcr;

(2) Ialan Lpkal primer didesain berdasarkan keccpatan rcncana paling
rendah 20 (dua pulutr) Km/Jam dengan lebar badan jalan ti&k kurang
dari 6 (cnarn) metcr ;

(3) Jalan Artcri sekundcr didesain bcrdagarkan kecepatan rencana paling
rcndah 30 (tiga puluh) Knr/Jam dan dengan lebar badan jalan tidak
kurang dari 8 (delapan) meter ;

(4) Jalan Koloktor Sekunder didesain berdasarkan keccpatan rencana paling
rendah 20 (dua puluh) Km/Jam dengan lebar badan jalan tidak kgrang
dari 7 (tujuh) meter ;

(5) Jalan Lokal Sekunder didesain bcrdasarkan kcccpatan rencana paling
rendah l0 (scpuluh) Km/Jam dengan lebar badan jalan tidak kurang dari
5 (ima) metor ;

(6) Ketentuan Badan Jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (l), (2), (3),

(4) dao (5) tidak berlaku pada ruas-ruat jalan pada pengembangan

kawasan khusus.

BAB Itr
BAGIAN-BAGIAN JAI.AN

Bagian pertama
Daerah Manfaat Jalan

Pasal 7

Dacrah manfaar jalan rerdiri dari ruang sepanjang jalan yang dibataei oleh
lebar tinggi dan ke&laman nung bebas tcrtentu yang hanya dipenrntukkan
bagi mcdian, perkerasan jala4 jalur pemisafu bahu jalarl saluran tepi jala4
trotoar, lereng ambang pengarnan, timbunan dan gliarL gorong-gorong

pcrlengkapan jalan dan bangrrnan pedengkapan lainnya.

Pasal 8

(1) Badan jalan hanya dipenmtukkan bagi anu lalu lintas dan pengamanan

terhadap konstruksi jalan ;

(2) Lebar, tingg dan kedalaman ruang bebas ditetapkan lebih lanjut olch

, pembina jalan;
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Pasal 9

(1) Sahran tepi jalan hanya diponrnt*kan bagi pcnampungan dan

pcnyaluran air agar badan jalan bcbas dari penganrh air ;

(2) IJkuran sahran tcpi jalan ditetapkan seeuai dengan lcbar pcrmukaan jalan

dan keadaan thgkungan ;

Pasal 10

(1) Ambang psngamanan jalan adalah batas ruangan antara badan jalan

campai dengan bafas paglt ;

(2) Ambang pengamanjalan hanya dipcruntrkkan bagi pengamrm konstnrksi

jatarl

Pasal 1l

(l) Burgrman utilitas yang mcmpunyai aifat pclayanan wilayah pada sisrcm

jaringan jalan primcr diluar kota harus ditempatkan di luar dacrah milik

jalan ;

(2) Bangunan urilitas yang mcmpunyai rifat pelayanan lokal pada sistcm

jaringan jalan primer di luar kot4 &pat di&mpatkan di luar daerah

rnanfaat jrlan ssjauh mungkin mendetat ko batas daerah milik jalaa ;

(3) Bangunan utilitas pada ristcrn jaringan jalan primcr di dalam kotr dan

sistcm jaringan jalan sekundcr &pat ditempatkan di dalam daerah

manfaatjalan dengan ketefituan :

a. Unfi* yang bcrada di atas tanah ditcmpatkan diluar jarak tcrtentu dari

tcpi paling luar bahu jalan atau pcrkcrasan jalarU sohinqga tidak

mcnimbulkan hambatan pemakai jalan ;

b. Untuk yang bsrada di bawah tanah dircmpatkan di luar jarak tertcnru

dari tcpi paling luar bahu jalan atau pcrkcrasafl jalan, sehingga tidak

mengganggu kcamanan konstukri jalan.

Pasal 12

(l) Pohon-pohon pa& sistern jaringan jalan primer di luar kota harus

ditanam di luar dacrah manfaat jalan ;

(2) Pohon-pohon pada sistem jaringan jalan primer di dalam kota dan pada

sietem jaringan jalan sekunder dapat ditanam dibatas daerah manfaat

jalaq median atau jalur pemisah.



Baglan Kedua
Daerah Mi[k Jalan

Pasal 13

(l) Daerafr milik jalan merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh
lebar dan dnggi tertentu yang dikuasi oleh pembina jalan dongan suatu
hak tcrtentu seeuai dengan pcraturan perundang_undangan yang bcdaku ;

(2) Daerah milik jalan diperuntukkan bagi daerah manfaat jalan dan
pelebaran jalao maupun penambarran jarur talu lintas serta kebutuhan
ruatgan untuk pengaman jalan.

Baglan Ketiga
Daerah Pengawasan Jalan

pasal 14

, "t  (r) Daerah pengawasan jalan mcrupakan ruang sepanjang jaran dluar daerah
milik jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tcrtcntu yang
dipenutukken bagi pandangan bebas pengernudi dan pengamanan
konstruksijalan ;

(2) Pengawasan penggunaan daerah pengawasan jaran pembina berhak
mengcluarkan larangan terhadap kcgiatan tertentu yang dapat
mengganggu pandangan bebas pengcmudi dan konstrukai jalan.

BAB IV
SEMPADAN JALAN

pasal 15

(l) Batas luar daerah pengawasan jalan diukur dari ar jalan dengan jarak
berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

a. Jalan Kolektor primer tidak kurang dari 15 (lima belas ) mcter;
b. Jalan Lokal Primer tidak kurang dari l0 (sepuhrh) metcr;
c. Jalan Arteri Sekunder tidak kurang dari 20 (dua puluh) meter;
d. Jalan Kolettor Sckunder tidak kurang dari 7 (tujuh) mctcr;
e. Jalan I-okal Sokunder tidak kurang dari 4 (empat) m6ter;

(2) Khusus jembaran tidak kurang dari r00 (serahs) meter kearah hilir atau
trulu

pasal 16

sompadan jalan meliputi Daerah N{anfaat Jalaq Daerah Milik Jalan dan
Daerah Pcngawasan Jalan sebagaimana Lampiran I.
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Pasat 17

(l) Bagian sempadan jalan untuk

eebagai berikut:

a. Kolektor primer ;

1) Damaja 12 m

2) Darn[ia 16 m

3) Dawasja 30 m

4) Badan jalan 7 m

b. Lokal Primer ;

1) Damaja l0 m

2) Damija 13 m

3) Dawarja 20 m

4) Badan jalan 6 m

c. Arteri Sekunder

l) Damaja 13 m

2) Damija 16 m

3) Dawasja 40 m

4) Badan jalan 8 m

d. Kolektor Sekunder

l) Damaja l0 m
2) Damija 12 m

3) Dawarja 14 m

4) Badan jalan 7 m
e, Lokal Sekurder

l) Damaja 5 m

2) Damija 10 m
3) Dawasja 12 m
4) Badan jalan 5 m

(2)Sempadan jalan pada nras-rua8

sebagaimana l:mpiran tr.

10

firasmg-ma8mg furgri jalan minimal

jalan pengernbangan kawasan khusug

BAB V

JAI,AN DESA

Pasal 18

(1) Tcrmaeuk kelompok Jalan Deea adalah Jaringan jalan Sckunder yang

wcwenang pengahrannya oleh desa yang dibangun dari swadaya

mrsyarakat ;



ll

(2) Ponctapan status 8uatu ruas jalan sebagai jalan Desa ditctapkan dcngan
Paat,ran Desa yang berpedoman pada petru{uk pcmbina Jalan
Kabupaten ;

(3) Dacrah pcngawasan jalan Desa diukur minimal 2 (dua) meter kcdaram
dad batas kcpcmilikan tanah ;

(a) Bagian sempadan jalan untuk jalan-jalan desa diseauaikan dengan
jaringan jalan lokal sekunder, yaitu sebagaimana diahu pada pasal 17
ayat (l) hurufe.

BAB VI
Pf,RBUATAN-PERBUATAN YA]\[C DILARANG

pasal 19

(1) Dilarang menggunakan badan jaran dan ruang bcbas untuk keperluan
yang dapat mengganggu anrs ralu lintas, termasuk pedagang kaki rima ;(2) Dlarang menggunakan saluran tepi jalan untuk kepcrluan yang dapat
mengganggu penyaluran air ;

(3) Dilarang menggunakan ambang pengaman jalan untuk kepeduan yang
dapat mengganggu peruntukan pengaman kontruksi jalan 

;(4) Dilarang mclakukan pcrbuatan yang dapat mengakibatkan terganggmya
peranan jalan di dalam daerah mitik jalan dan &erah pengawasan jalan.

BAB VII
KETENTUAN PIDA}IA

pasal 20

(1) Barang aiapa melanggar pasal 19 dipidana dengan pidana kurungan
paling lama 3 (tig) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,_
(Lima JutaRupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dirnaksud dalam ayat (l) adalah
pclanggarao



BAB VIII
PEIT}'IDIKAN

Pasal 21

(l) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah Daerah
diberi wewcnang khusus sebagai penyidik untuk melakukan pcnyidikan
Perahran Daerah ini ;

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah :

a- Mcnerima laporan atau pengaduan dari seseorang tcntang adanya

tindak pidana ;

b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu diternpat kejadian dan
melakukan perncriksaan ;

c. Menyunrh bcrhenti 8eseorang tersangka dan memeriksa tanda
pengaul diri tersangka ;

d. Mclakukan pcnyitaan barda dan atau surat ;

e. Mengambil sidik jari dan memotet tsrsangka ;

f, Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tereangla
atau sakri ;

g. Mendatangkan orang ahti dalam hubungannya dcngan pcmcriksaan
perkara ;

h. Mongadakan penghcntian penldikan setelah mendapat petunjuk dari
peryidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa terscbut
bukan merupakan tindak pidana dan selanjutrya melalui penyidik
mcmbcritahukan hal tcrsebut kcpada penuntut Umurn, tersangka afau
keluarganya.

(3) Pcnyidik sebagaimana dimakzud dalam ayat (2) memberitahukan
dimulainya penyidikan dan pcnyampaian hasil penyidikkarurya kepada
Pcnyidik Kepolirian Rcpublik lndonosi4 scer:ai dengan kctcntuan yang
diatu dalam Undang.undang Nomor E Tahun l98l rcntang Hukum
Acara Pidana.

BAB D(

PENG.A,WASA,NI

pasal 22

Pcmbina jalan dapat menyerahlan pembinaan pengawasan terhadap
rempadan jalan scbagian atau selwuhnya kepada Instansi, Badan Hukum
atau pcrorangan sepanjang tidak merugikan kepentingan umum.



BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang

mengenai, pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 9-6-2003

SEKRETARIS DAERAH

TTD.

Drs. H. DJOKO SOEIIARNO

LEMBARAN DAERAH KABTJPATEN KEDIRI
TAHLIN 2OO3 NOMOR 10 SERI E

Agar setiap orang dapat

pengundangan Peraturan Daerah ini,

Lembaran Daerah Kabupaten Kediri.

Disalin sesuai dengan aslinya
Yang mengambil salinan
AN. BLTPATI KEDIRI,

mengetahuinya memerintahkan

dengan penempatannya dalam

Disahkan di Kediri
pada tanggal 9-6-2003

BUPATI KEDIRI,

TTD.

Ir. H. SUTRISNO

Utama Muda
1010 087 537



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAII KABIJPATEN KEDIRI
NOMOR TAHTIN 2OO3

TENTANG
PENETAPAI{ BATAS SEMPADAN JALAN IUENURUT

KLASIFIKASI FI.INGSI JALAN DI KABTIPATEN KEDIRI

tr. PENJELASANPASALDEMPASAL

PENJELASANTJMTIM

Bahwa jalan merupakan prasarana faruportasi darat yang berperan banyak
dalam menuqimg pcrgerakan arus barang drn j"sa aktMtas pcmerintahar,, dinarnika
ekonomi dan sosial maeyaratat, maka pcdu adanya suatu pelayananjasa distribusi.

Untuk maksud terscbut pcrlu pcnctapan batas sempadan jalan berdasarkan
pada peta nus ialan Kabupatcn dan peta Rencana Tata Ruang wilayah menurut klasifikasi
fiurgsi jalan"

Penctapan Batas scmpadan Jaran ini berdasarkan undang-undang Nomor 13
Tahun 1980 tentang Jalan yang ditindat lanjuti dcngan pera,*an pemerintah Nomor 26
Tahun 1983 tentang Jala[

Pasal I
Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal l0
Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelar

Cukup jolae

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jclae

Cukup jclas

Cukupjclas

Cukupjelas

Cukup jolas

Cukupjclar

Cukup jelas

f_*



Pasal 14

Pasal 15

Pasal 15

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 2l

Pasal22

Pasal 23

Pual24

Cukupjelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cnkup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

TAMBAIIAN LEMBARAN DAERA}I NOMOR



.t

LAMPIRAN I : PERATI-IRANDAERA}I
KAB{IPATEN KEDIRI
NOMOR : TAHt_rN 20o3
TANGGAL :

GAMBAR BATAS SEMPADAN JAI-.AN KAWASAN KHUSUS DI KABUPATEN KEDIRI

BUPATI KEDRL
t

?p

Ir. H. SUTRISNO

))

)

Disalin seslui- clengan asli:1.a
- Ya.ng neugar,rbil salirlrr

Uta,na l,iuda
o1o 67 537



,>

Lampiran ll : Peraturan Daerah Kabupaten
Kediri
Nomor Tahun 2OO3

DAFTAR BATAS SEMPADAN JALAN KAWASAN KHUSUS DI KABUPATEN KEDIRI

PENENTUAN RI.]AS .IA I ANI
NOMOR

URUT
I TTTIK

I perucprur
I pnruoxar

I TITIK

I pEruceNnr
I t t.tr rrue

|TiASIFL-I KASII rurucsr

I BADANI .lnrnru
I trtar

I DAMAJA
II (M)

DAMIJA
(M)

DAWASJA
(M) KECAMATAN

1 2 c 4 6

_ gtals_ l_ . fes,_ _pagu - Bogokidul

8 I 10
1

2 18 22 36
Jl. Prop. %t41 KP 13,0

36/36 42t43 KP 13,0
Gamoen.rrFi^/P.^;

Eogoriaut --- _B"l"t!l
.. _t!stugan__ - pesantren

41t4?,43 18 '>.) JO

a6
PaguI Kab.Jombanq KP 13,0 18 .>1

;Jl. Prop./64 __ Kodya KP 13,0
Plemahanryunjang

-ltllggan - Plosoklaten Jl. Proo /&9 32y3s KP 13,0
36 Gamoen.t^i^

6 - Krq!gq!.! - -- - -l,t"leqs _(:ul:ln - Dra,r
Jl. Prop./63 18 ..,. Jb

7
%t37 KP 13,0 '18 \ruJan/Ptosoldaten

Jl. Prop./34 37t41 )R Pagu/GamEenorejo
o
I
10

Papar _ B.Sokidul
LP 13,0 lq

18

.,.
%Jl. Prop. 41t43tA7 KP 13,0 Gurah/PaorrPelem B idul Jl. Proo 22 co41t43142 KP 13,0Bendo --n= Jl. Prop.

18 .., 36
11

54/54 KP 13,0 t6 .)a ra,e/rtemanan
\reqanglgwu _ plosoKlaten Jl Pron KP 13,0

36 Parelolna"
12 Plosoklaten Wates 1a 22 363:3t52 *31t25

Kab. Blihr
KP 13,0 Hare/Plos.klnla^

IJ -U&t* f--Bedati
Janti - wa".".ii-- \ r-+=

2y27t32 16 )) 36
14 KP '13,0 18 a.)

r rut'crrtalenwates
Kodfa 25t32 JD

36
_Wates/Ng;;a;15

16
Wates -NS.ncar

KP 13,0 18 ,',
Wates 28r'29 LP 12,0 16

Wates
Noancar - a.h-.{-; 29rn 28128

19 ?s
2A
m

17 LP 12,0 1B 19
'19

r r a !r7s/ | tga r.rcar
_ I tljqrrvs, - rvrarg_urrly!)r9 - \rn. Kgtud 28t109 Gn. Kelud LP 12,O 16 --Nsg!e3rNganc?r

Hal : 'l

))

NAI\4A RUAS JALAN



)

Disalil. sesuai dengan asl irlya
Yang mengarnbi-1 sal.i:ra:r

..A]I. BUPATI I@]RI

1 2 4 5 6 7 8 10

18 Ngadiluwih - Weru Jl. Prop. Jl. Prop. KP _]lp 18 lo Ngadiluwifr/Ka-ndi[
19 Weru-Pojok-Wates Jl. Prop.D2 %n7t32 KP 13,0 18 2A KandatMates
n Kras - Kanigoro Sgqll Jl. Prop. Jl. Prop. LP 12,0 16 19 26 KandatAlVates

21 Baniarmlati - Mojo - CatuJ Kodya Kab. T. Aqunq KP 13,0 t6 1! 30 Mojo
22 Mojo Besuki 19/19 Sanaqrah LP 12,0 16 19

---rtnsDlannhirr r - Ktran(trcio Jl. Prop. 88 LP 12.O 16 't9 x _ lGaqpg4grejo
24 Nsasem Kry?qlagan 37 n1 128 LP 12,0 16 '19 26 _. _q?Fpengrejo
t3 Ngasem - Sumberio 37t37 B8 64t64 LP 12,0 '16 19 __,c_ernpgnsfejo
lo Semen - Puhrubuh 9/9 68/69 LP 12.O '16 19 16 Semen

Bobang -. Selopqnggql, 91197 69 LP 12,O lo to 26 Semen
2A Puhsarang Mojodqyql 11t11 1o?r'102 LP 12,0 to to 28 Semen
29 Besuki - Plapar - SeloPanggung '19/19 G. Wilis LP !2,q - to 19 26 Besuki/Semen
30 Semen Kedak Kodya 10t11 LP ,_ _1_?p 16 19 26 Semen
31 Kedak iloho 9/ll Air Teriun LP 12,0 16 19 26 Semen

Sidomulyo - ' Selopanggung 19/19 G. Wilis LP 12,0 16 19 26 Semen
Kedak - Kanyoran 5/10 1t8 LP 12.O 16 to Semen

Hal:2

BUPATI KEDIRI

IID

lr. H. SUTRISNO


